
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 54 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN 
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

UN UK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Meni bang 

Mengin a t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahu n 2022 
tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah 

aerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupa ti tentang 
Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kart Kredit 
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan An ggaran 
Pendapata n dan Belanja Daerah; 

Un d an g-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaim ana telah d iubah dengan 
Undang-Un dang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentu kan Ka bupa ten Purwakarta da n Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 ten tang Pemben tukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 
tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

6 . Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 201 6 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lem baran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 8 
Tahu n 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 
Nomor 8, Tamb ahan Lembaran Daerah Kabu p aten 
Tasikmalaya Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN 
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1 

Dalam Pera turan Bupati ini yang dim aksu d dengan: 
1. Daerah a dalah Da erah Kabu paten Ta sikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bu pati sebagai u n su r penyelenggara 

pemerintahan daerah ya ng m emim pin pelaksanaan u rusan pem erintahan 
yang m enjadi kewenangan daerah otonom . 

3. Bupati a dalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

se bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

6. Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Bank Indonesia di bidang sistem 

7. 

peraturan perundang-undangan 
pembayaran. 
Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah 
Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 
belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran 
pemegang kartu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan 
kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan keIja perangkat 
daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada 
waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. 
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8. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah KKPD adalah pejabat 
danJ atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil Daerah untuk 
melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan 
pengguna anggaran. 

9. Administrator KKPD adalah pejabat danJatau pegawai di lingkungan 
satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil 
Daerah yang ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi 
penggunaan KKPD . 

10. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat danJatau pegawai negeri 
sipil Daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna 
KKPD. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka t SKPD adalah 
unsu r perangkat daerah pada Pemerin tah Daerah yang m elaksanakan 
urusan pemerintahan daerah. 

12. Satu an Kerja Pengelola Keuanga n Daerah yang selanjutnya disin gkat 
SKPKD adalah un sur penunjang u rusan pemerintahan pada Pemerin tah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pem egang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
da n fungsi SKPD yang dipimpinnya . 

14. Ku a sa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa u n tuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
m elaksanakan sebagian tugas dan fu ngsi SKPD. 

15. Pejaba t Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disin gkat PPKD 
ada lah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang m em punyai 
tuga s m elaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai ben d ahara 
u m u m daerah. 

16. Ben dahara Um um Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yan g bertindak dalam kapa sitas se bagai BUD. 

17. Kua sa BUD adalah pejabat yang d iberi kuasa u n tuk melaksanakan tugas 
BUD. 

18. Peja ba t Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangka t Daerah yang 
selanju tnya d isin gkat PPK-SKPD a dalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi ta ta u saha keuangan pada SKPD. 

19. Pejaba t Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanju tnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit SKPD yang m elaksanakan 1 satu) atau 
beberapa kegiatan da ri suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP adalah pejabat 
yang ditunjuk men erima , m enyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah 
pejabat yang ditunjuk m enerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertan ggungjawabkan uang untuk keperluan 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 

22. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat 
pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau 
melalui kerja sarna dengan bank lain. 

23. Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD 
adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang 
kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, n Clan pengeluaran, 
pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada 
Bank Penerbit KKPD. 

24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah u ang muka kerja 
dalam jumlah ter tentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai 
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kegiatan operasional pada SKPD /unit SKPD dan/ atau untuk membiayai 
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung. 

25. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP 
melalui transfer RKUD ke rekening BP. 

26. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan be1anja (limit) 
kredit kepada BP atau BPP yang penggun aannya dilakukan dengan KKPD. 

27. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya di 
singkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 
permintaan pem bayaran UP. 

28. Surat Perin tah Membayar Uang Persediaan yang selanju tnya disingkat 
SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk m enerbitkan surat 
perintah pencairan dana a tas beban pengeluaran DPA SKPD yang 
dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan. 

29. Su ra t Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanju tnya 
disingkat SPM GU a dalah doku m en yang digunakan untuk pen erbitan 
su ra t perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

30. Sura t Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

31. Su rat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan 
kepada Bank Penerbit KKPD untu k menerbitkan KKPD . 

32. Pers onal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah 
nomor identifikasi pribadi bagi Pem egang KKPD yang menggunakan Kartu 
Kredit , yang merupakan su atu kombina si angka -angka yang ib at oleh 
komputer sebagai kode sandi khu sus untuk keamanan dan kem u dahan 
Pem egang KKPD dala m melakukan transaksi. 

33. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD 
adalah su rat persetujuan PA/KPA u n tuk pembayaran belanja 
men ggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK. 

34. Pem belian Secara Elekt ronik yan g selanju tnya disebut Epurchasing adalah 
tata cara pembelian barang/ jasa m elalu i sis tem ka talog elektronik atau 
toko da ring. 

35. Toko Dalam Jarin gan yang se1anjutnya disebu t Toko Daring adalah sistem 
informasi yang mem fasilitasi Pengadaan Barang/ J asa melalui 
penye1enggaraan perdagangan m elalui sistem elek tronik dan ritel daring. 

36. Katalog Elektronik a dalah sistem informa si elektronik yang memuat 
informasi berupa daftar, jenis, spesifikas i teknis , Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN), p roduk dalam negeri, produk Stan dar Nasional 
Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara a sal, harga, Penyedia, dan 
informasi lainnya terkait barang/jasa. 

37. Pengadaan Langsung Secara Elektr onik yang selanjutya disingkat PLSE 
adalah pengadaan langsung yang d ilaksanakan melalui Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (SPSE). 

BABII 
PENGGUNAAN KKPD 

Pasal2 

(1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemer intah Daerah 
berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal 
melalui mekanisme UP. 
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(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperha tikan: 
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan 

pemakaian yang lebih luas; 
b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barangj jasa yang 

menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic 
data capture atau media dalarn jaringan; 

c. kearnanan dalarn bertransaksi dan menghindari terjadinya 
penyimpangan atau fraud; 

d. efektivitas dalarn pengurangan UP yang menganggur atau idle cash; 
e. efisien si biaya administrasi transaksi Pemerin tah Daerah dari 

pen ggunaan UP; dan 
f. akuntabilitas pembaya ran tagihan daerah dan pembebanan biaya 

penggunaan UP KKPD. 

BAB III 
PENGELOLA KKPD 

Bagian Kesatu 
PPKD 

Pa sal 3 

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tu ga s dan 
wewenang: 
a . m en unjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD; 
b. melakukan pembahasan rancanganj draft perjanjian kerja sarna 

Pem erintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; 
c. m enandatangani perjanjian kerja sarna dengan pejabat Bank Penerbit 

KKPD; 
d. memberikan rekomendasi kepada Bupati u n tu k meneta pkan Pemegang 

KKPD dan Adminis tra tor KKPD berdasarkan u sulan PA; 
e. menyampaikan surat permohon an penerbitan KKPD kepada Bank 

Pen rbit KKPD; 
f. menerbitkan sura t perjanjian pen ggunaan KKPD den gan Pemegang KKPD; 
g. menyerahkan KKPD k epa da Pem egang KKPD disertai be rita acara serah 

terima KKPD dan sura t perjanjian penggunaan KKPD; 
h. menandatangani berit a acara serah terima KKPD dan su rat perjanjian 

penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan 
oleh Pemegang KKPD; 

i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD 
dari Pemegang KKPD; 

J. melakukan penarikan KKPD karen a penyalahgunaan atau keadaan 
tertentu; 

k . menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi 
penyalahgunaan KKPD; 

1. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan 
proporsi be saran UP KKPD; 

m. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan 
dispensasi perubahan be saran UP; 

n . menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembayaran dengan KKPD; 

o. memberikan rekomendasi kepada Bupati untu k memberikan surat 
teguran dan/ atau pemotongan besaran UP KKPD; 
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p. menerbitkan surat penarikan KKPD; 
q. menyarnpaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD 

dengan tembusan kepada Pemegang KKPD; 
r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran 

tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktujjatuh tempo pembayaran; 
s. menetapkan standar operasional prosedur terkait n orma waktu 

penggunaan, penye1esaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t. me1akukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sarna, surat 
persetujuanjperubahan persetujuan be saran UP KKPD, status KKPD, 
jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Ban k Penerbit KKPD, 
ringkasan belanja dan pembayaran, serta harnbatan dan ken dala; dan 

u. menyusu n dan menyarnpaikan laporan hasil mon itoring dan evaluasi 
pela ksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, sem esteran 
dan tahunan secara triwulanan kepada Bupati. 

Bagian Kedua 
Kuasa BUD 

Pa sal 4 

Dalam pengguna an UP KKPD, Kuasa BUD mem pu nyai tuga s dan wewenang: 
a. m enyiapkan surat peIjanj ian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD; 
b . m elakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD; 
c. m enyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD; 
d. melakukan pencata tan pagu jen is belanja yang bisa d 'baya rkan m elalui 

UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan mela lui UP KKPD, dan 
besaranjperubahan besaranjperubahan proporsi UP KKPD ke dalam 
kartu pengawasan UP KKPD; 

e. melakukan veriflkasi a tas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA; 
f. men gem balikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak 

mem enuhi persyara tan; 
g. mener bitkan SP2D GU KKPD; 
h . melakukan koordinasi dengan SKPD, terka it percepatan penyelesaian 

tagihan KKPD yang belum dibayarkan; 
i. melakukan eva lu a s i pem bayaran dan penggunaa n KKPD oleh PAjKPA; 
J. menyusu n rekapitulasi laporan h a s il monitorin g dan evaluasi pelaksanaan 

pembayaran m enggun akan KKPD; 
k. meminta SKPD untuk m elakukan percepatan penyampaian laporan dalarn 

hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD; 

1. menyiapkan dan menyarnpaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan 
evaluasi pe1aksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku 
BUD; 

m. menyiapkan surat teguran dan/ atau pemotongan besaran UP KKPD; 
n. menyiapkan perubahan surat persetujuan be saran UP KKPD SKPD dalarn 

hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan 
o. menyarnpaikan perubahan surat persetujuan be saran UP KKPD SKPD 

kepada PA dan Bank Penerbit KKPD den gan ditembuskan ke PPKD selaku 
BUD. 
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Bagian Ketiga 
PA 

Pasal5 

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang: 
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP; 
b . menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD 

kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD; 
c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian 

SPM UP Tun ai ke Kuasa BUD; 
d. mengajukan sura t permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada 

Bupati m elalui PPKD selaku BUD; 
e. melakuka n pengujian terha dap: 

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 
beban APBD; 

2 . kebenaran m ateril dan perhitun gan bukti-bukti pengeluaran; 
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sem en tara; 
4 . kesesu aian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e­

billing)/Daftar Tagihan Sementara; 
5 . kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 
6 . kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/ja sa , dan 
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa. 

f. men gesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran a ta s tagihan 
yang dibayarkan dengan KKPD; 

g. m en olak bukti-bukti pengeluaran a tas tagihan yang dibayarkan dengan 
KKPD dalam h al terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak m em enuhi 
keten tuan; 

h . m enerbitkan DPT KKPD a tas bukti-bukti pen geluaran yang memenuhi 
ketentuan; 

i. menyampaikan surat pemberitah u an pen olakan kepada pelaksana Kuasa 
Penggun a KKPD a tas bu k ti-bu kti pengeluaran yang tidak m emenuhi 
ketentu an; 

J. menerbitkan NPD KKPD; 
k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Ku asa BUD 

untuk pen erbitan SP2D-GU KKPD; dan 
1. melakukan verifika si atas indikasi penyalahgunaan KKPD. 

Bagian Keempat 
KPA 

Pasal 6 

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mem punyai tugas dan wewenang: 
a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA; 
b. melakukan pengujian terhadap: 

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 
beban APBD; 

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran; 
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e­

billing)/Daftar Tagihan Sementara; 
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam 

perjanjian/kontrak' dokumen serah terima barang/jasa, dan 
barangfjasa yang diserahkan oleh penyedia barangfjasa. 
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c. mengesahkan sebagianjseluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan 
yang dibayarkan dengan KKPD; 

d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan 
KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 
ketentuan; 

e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi 
ketentuan; 

f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa 
Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 
ketentuan; dan 

g. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP. 

Bagian Kelima 
PPTK 

Pasal 7 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang: 
a . men erima kuasa penggunaan KKPD dari PA j KPA selaku Pemegang 

KKPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD; 
b . mengumpulkan dOkumen be1anja dalam rangka pelaksanaan 

anggaran atas beban pen geluaran pelaksanaan kegiatanjsub 
kegiatan yang m enggunakan KKPD; 

c. m embuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan 
d. m enyampaikan daftar n ominatif belanja m enggunakan KKPD 

dilampiri dokumen be1anja kepada PAjKPA melalui PPK- KPDjPPK­
unit SKPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pen ggunaan KKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) huruf a , PPTK bertanggungjawa b kepada Pemegang KKPD. 

Bagian Keenam 
PPK-SKPD j Peja bat Penatausahaan Keu angan Unit SKPD 

Pasal8 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD m empunyai tugas dan 
wewenang: 
a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD 

beserta dokumen pen dukung; 
b. menyiapkan DPT; 
c. menyiapkan NPD KKPD; 
d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh BP; 
e. menyiapkan SPM GU KKPD; 
f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; 
g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan 
h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani 

oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD. 
(2) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunyai tugas dan 

wewenang: 
a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD 

beserta dokumen pendukung; 
b. menyiapkan DPT KKP; 
c. menyiapkan NPD KKPD; dan 
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d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani 
oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU 
KKPD. 

Bagian Ketujuh 
BPjBPP 

Pasal9 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan wewenang: 
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA; 
b. m elampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan 

UP KKPD yang dike101a oleh masing-masing BPP dalam pen gajuan UP 
danjatau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD k PPKD 
selaku BUD; 

c. melakukan pengujian: 
1. NPD KKPD dan DPT KKPD; 
2. ketersediaan dana UP KKPD, dan 
3. penyusunan daftar pu n gutan/potongan p ajak/ bukan pajak 

atas tagihan dalam NPD KKPD. 
d . menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 

mengembalikan kepada PA dalam h al NPD KKPD dan DPT KKPD 
tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 

e. men gajukan permintaan penggantian UP KKPD m elalui SPP-GU 
KKPD kepada PA dengan m elampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD 
dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen 
pendukung lainnya me1alui PPK-SKPD u ntuk dilakukan verifikasi; 

f. m enyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; 
g. m elakukan pembayaran tagih an KKPD m elalui pendebitan rekening 

BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah pencairan dana SP2D 
diterima/masuk ke rekening BP; dan 

h. m elakukan pem in da hbu kuan UP KKPD mela lui pendebitan rekening 
BP k e r eken ing m asin g-masing BPP. 

(2) Dalam p enggunaan UP KKPD, BPP m empu nyai tu gas dan wewen ang: 
a. m enyampaikan k ebu tuhan UP KKPD u n it SKPD kepada BP; 
b . m elakukan p enguj ian: 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD ; dan 
2. ketersediaan dana UP KKPD; 

c. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 
mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD 
tidak memenuhi persyara tan untuk dibayarkan; 

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi 
persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan 

e. melakukan pembayaran tagih an KKPD melalui pendebitan rekening 
BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD 
diterima/masuk kerekening BPP yang ditransfer oleh BP. 

Bagian Kedelapan 
Administrator KKPD 

Pasal 10 

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD mempuny ai tugas dan 
wewenang: 
a . melakukan aktiva si KKPD dan request /aktivasi PIN KKPD melalui call 

center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya ; 
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b . meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau 
permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat e1ektronik danj atau 
sarana terce pat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PAjKPA; 

c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode 
kenaikan batasan belanja (limit ) KKPD, serta nomor dan nama KKPD 
kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan 
belanja (limit) KKPD secara sementara; 

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode 
permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD 
dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara 
permanen; 

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (lim it) KKPD secara 
sem entara ke ba tasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan 
ba ta san be1anja (limit) sementara jmasa berlaku penggunaan UP KKPD; 

f. m engajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke 
ba tasan be1anja (limit) awal kep ada Bank Penerbit KKPD dala m hal 
batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak 
kem bali kebatasan be1anja (limit) a wal setelah periode berakhir; 

g . m em inta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada 
Bank Penerbit KKPD me1alui sura t elektronik danj atau sarana tercepat 
lain nya setelah mendapat persetujuan dari PAjKPA; dan 

h. m en ginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, n omor dan nama 
KKPD, bukti-bukti pembayaranjpemindahbukuan yang sah, dan nomor 
rekenin g BP j BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Pen erbit KKPD 
dalam h al penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran. 

BAB IV 
UP KKPD 

Bagian Kesatu 
Penen tuan Propor s i UP 

Pasal 11 

(1) UP sebagaimana dim aksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: 
a. UP Tunai; dan 
b. UP KKPD. 

(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b m erupakan bagian 
dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP. 

(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) meliputi: 
a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari be saran UP masing­

masing SKPD; dan 
b. UP KKPD sebesar 40% (em pat pulu h persen) dari besaran UP masing­

masing SKPD. 
(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati. 

Pasal12 

(1) Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b 
dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutu han penggunaan UP 
KKPD pada SKPD. 

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD . 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan lebih 
dari 70% (tujuh puluh persen). 
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(4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan 
kurang dari 30% (tiga puluh persen). 

(5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD. 

(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan perubahan 
proporsi UP KKPD kepada Bupati. 

(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati 
memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD. 

Pasal13 

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 
12 ayat (7) didasarkan atas: 
a. kebu tuhan pengeluaran riil SKPD; 
b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD; 
c. perubahan dalam sis tem pembayaran dengan kanal pembayaran secara 

elektronik; a ta u 
d. kebu tuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD. 

Pasal14 

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana dim aksud 
dalam Pasa l 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (7) . 

Bagian Kedua 
Permintaan UP KKPD 

Pasal 15 

(1) BP m enyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. 
(2) PA m en cantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksu d pada 

ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saat penyampaian 
SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD. 

Pasal16 

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (3) a tau perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian SPM UP, 
PA mengajukan surat permohonan peru bahan be saran UP KKPD kepada 
PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD. 

(2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: 
a. surat pernyataan UP dari PA; dan 
b . keputusan Bupati mengenai perubahan besaran UP atau proporsi UP 

KKPD. 
(3) Ketentuan mengenai format surat permohonan dan surat pernyataan UP 

dari PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati ini. 
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Pasal17 

(1) Berdasarkan surat pernyataan dan Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kuasa BUD melakukan penelitian 
be saran UP KKPD. 

(2) Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (5), 
PPKD selaku BUD menerbitkan surat persetujuan besaran UP KKPD 
SKPD. 

(3) Surat persetujuan be saran UP KKPD SKPD diterbitkan paling lambat 1 
(satu) hari kerja setelah SPM UP dan/ atau permohonan perubahan 
besaran UP KKPD SKPD diterima oleh Kuasa BUD. 

(4) Untuk BP yang d ibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dan/ atau 
pen gaju an perubahan be saran UP KKPD SKPD ke PPKD sela ku BUD 
m e1alui Kuasa BUD harus me1ampirkan daftar rincian yang m enyatakan 
jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP. 

(5) K tentuan mengenai format surat persetujuan be saran UP KKPD SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
JENIS DAN BATASAN BELANJA KKPD 

(1) KKPD ter diri atas: 

Bagian Kesatu 
Jen is KKPD 

Pasal 18 

a. Kartu Kredit untu k keperluan belanja barang dan jasa serta belanja 
modal; 

b. Kartu Kredit untu k keperlu an belanja perjalanan dina s . 
(2) Kartu Kredit untu k keperlu an bela nja barang dan j a sa serta be1anja modal 

sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf a, melipu ti: 
a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran; 
b. be1a nja pengadaan bahan makanan; 
c. belanja barang untuk persediaan; 
d. belanja sewa; 
e. be1anj a pemeliharaan; 
f. belanja bahan bakar kendaraan dinas; 
g. belanja modal; dan 
h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kedl dan koperasi. 
(4) Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. komponen pembayaran transport; 
b. penginapan; dan/ atau 
c. sewa kendaraan. 

(5) Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan 
KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 
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Bagian Kedua 
Batasan Belanja KKPD 

Pasa119 

(1) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 
dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) pen erima pembayaran. 

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang 
disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di 
bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(3) Dalam h al KKPD digunakan untu k transaksi di luar sarana sebagaimana 
dimaksud pada aya t (2), n ilai belanja palin g banyak u ntu k 1 (satu) 
pen erim a pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4) Lim it belanja KKPD dalam rangka k eperluan belanja barang dan jasa serta 
b elanja modal untuk pertama k ali d iberikan paling banyak s eb esar 

pSO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah). 
(5) Lim it belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan d inas 

j a ba tan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar 
Rp40 .000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 

(6) Total batasan limit belanja KKPD pad a SKPD paling banyak sebesar UP 
KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dim aksud 
d alam Pasal 17 ayat (2) . 

(7) Total be saran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu ) tahun 
tidak m elebihi pagu jenis belanja ya ng bisa dibayarkan melalu i UP KKPD . 

(8) Pagu jen is belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebaga imana 
dim aksud pada ayat (4) adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari 
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP. 

BAB VI 
PEMEGANG KKPD, PELAKSANA KUASA PENGGUNA KKPD 

DAN ADMINISTRATOR KKPD 

Pa sal 20 

(1) Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna danjatau Adm inistrator 
KKPD m erupakan pejabatj pegawai SKPD yang berstatus pegawai negeri 
sipil Daerah. 

(2) Pemegang KKPD sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) merupakan 
PA/KPA. 

(3) Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
merupakan pegawai negeri sipil Daerah yang mendapat kuasa untuk 
menggunakan KKPD dari PAjKPA. 

(4) Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
BPjBPP. 

(5) Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
danjatau Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berhalangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA 
dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan 
Administrator KKPD. 
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BAB VII 
BANK PENERBIT 

Pasal21 

(1) PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD 
sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bank yang sarna dengan bank penempatan RKUD. 

(3) Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sarna dengan pejabat Bank 
Penerbit KKPD. 

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pa lin g sedikit 
m em u at: 
a . definisi; 
b. tujuan perjanjian kerja sarna; 
c . ruang lingkup perjanjian kerja sarna; 

pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran 
fasilitas kredit (credit line) SKPD; 

e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD; 
f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; 
g. jenis dan besaran biaya (fee) , pajak-pajak; 
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; 
1. jangka waktu perjanjian; 
J. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; 
k. alamat dan wakil para pihak; 
1. Surat Referensi; 
m. keadaan kahar (force majeure); dan 
n. kerahasiaan informasi/ data. 

(5) Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD. 

Pasal22 

(1) Dalarn h al bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
21 ayat (2) belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank 
penempatan RKUD melakukan kerja sarna dalarn penerbitan KKPD 
dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin 
sebagai penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang. 

(2) Dalarn rangka kerja sarna dengan bank badan umu m milik negara dalarn 
penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank 
penempatan RKUD membuat perjanjian kerja sarna dengan bank badan 
umum miliknegara. 

(3) PeIjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 
memuat: 
a. definisi; 
b. tujuan perjanjian keIja sarna; 
c. ruang lingkup perjanjian kerja sarna; 
d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran 

fasilitas kredit (credit line) SKPD; 
e. hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan bank badan umum 

milik negara Penerbit KKPD; 
f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; 
g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; 
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; 
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1. jangka waktu perjanjian; 
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; 
k. alamat dan wakil para pihak; 
1. Surat Referensi; 
m. keadaan kahar (force majeure); 
n. kerahasiaan informasi/ data; dan 
o. ketentuan penutup. 

(4) Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani oleh pejabat bank penempatan RKUD dan pejabat bank 
badan umum milik negara Penerbit KKPD. 

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan paling lama 5 
(lima) tahu n atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga 
yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit. 

BAB VIII 
PENETAPAN PEMEGANG KKPD DAN ADMINISTRATOR KKPD 

Pasal 23 

(1) B rda sarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (5), PA menyarnpaikan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar 
U su i an Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD. 

(2) Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) paling sedikit memuat: 
a. n ama dan NIP pemegang KKPD; 
b. tempat dan tanggallahir pem egang KKPD; 
c. jabatan pem egang KKPD; 
d. kewenangan pemegang KKPD; 
e. batasan belanja (limit) KKPD untuk m a sing-masing pemegang KKPD; 
f. alarnat surat elektronik pemegang KKPD; 
g. n ama dan NIP Adm inist ra tor KKPD; 
h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD; 
i. ja batan Adm inistra tor KKPD; dan 
j. alamat surat elektronik Administrator KKPD. 

(3) Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan 
Keputusan Bupati ten tang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD. 

(4) PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pem egang KKPD dan 
Administrator KKPD u ntuk disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan 
dengan Keputu san Bupati. 

BABIX 
PENGAJUAN, PENERBITAN, AKTIVASI DAN PENGGUNAAN KKPD 

Bagian Kesatu 
Pengajuan KKPD 

Pasal24 

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (4), PPKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan 
KKPD kepada Bank Penerbit KKPD. 

(2) Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dengan melampirkan: 
a. surat referensi dari PA/KPA; 
b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan; 
c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA; 
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d. fotokopi NPWP PA/KPA; 
e. Keputusan Bupati mengenai PA; dan 
f. Keputusan Bupati tentang besaran UP SKPD. 

(3) Ketentuan mengenai format surat permohonan penerbitan KKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat referensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a , tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Penerbitan KKPD 

Pasal 25 

(1) Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi surat permoh onan yang 
diajukan oleh PPKD selaku BUD sebaga imana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2). 

(2) Ver·fikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk u ntuk 
persetujuan pem berian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan 
dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimba n gkan 

epu tusan Bupati tentang besaran UP SKPD. 
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesai 

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permoh onan 
pe erbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD. 

(4) Da lam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, 
Bank Penerbit KKPD menerbitkan: 
a. KKPD; 
b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan 
c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD. 

(5) Penerbitan KKPD, reka pitulasi dan tanda terima KKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) h ari kerja 
setelah hasil verifikasi terpenuhi. 

(6) Bank Penerbit KKPD m enyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling 
lam a t 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan. 

Pasal 26 

(1) Dalam h al verifika s i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan 
ayat (2) tidak terpenuh i, Bank Penerbit KKPD m enolak sebagian atau 
seluruh permohonan penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat 
pemberitahu an penolakan kepada PPKD selaku BUD. 

(2) Penyampaian surat pemberitahuan pen olakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 
berakhirnya proses verifikasi. 

(3) PPKD selaku BUD memperbaiki dan m elengkapi persyaratan permohonan 
penerbitan KKPD dan menyamp aikan kembali kepada Bank Penerbit 
KKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 

Bagian Ketiga 
Aktivasi dan Penggunaan KKPD 

Pasal27 

(1) Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya 
setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk 
pertama kali. 
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(2) Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call 
center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya. 

(3) Request/ aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau 
masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan singkat 
(Short Message Service) / sarana lainnya. 

Pasal28 

(1) Setelah aktivasi kartu dan PIN se1esai dilakukan, status KKPD secara 
otomatis aktif dan siap digunakan. 

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
pem bayaran belanja barang dan j asa serta belanj a modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal18. 

Pasal 29 

(I) Pem egang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan 
(signature pane~ yang terdapat pada bagian belakang KKPD. 

(2) Pem egang KKPD wajib merahasiaka n nomor kartu, PIN, Card Verification 
Value (CVV) dan masa berlaku KKPD. 

(3) Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian 
transaksi KKPD u ntuk memas tikan tidak terdapa t transaksi yang 
salah/ tidak diakui (dispute) . 

(4) Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang 
mem berikan informasi m engenai data diri dan transaksi KKPD kepada 
slapa pun. 

(5) Dalam hal KKPD digunakan u ntuk transaksi, Pemegang KKPD 
men gutamakan pembelian barang/ jasa yang merupakan produ k dalam 
negeri. 

(6) Dalam hal KKPD t ida k dipergun akan dalam jangka waktu lama, Pemegang 
KKPD dapa t mengajuka n permoh onan penonaktifkan kepada 
Admin istrator KKPD dan m enyimpan KKPD ditempat yang aman. 

BAB X 
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD 

Bagian Kesatu 
Penatausahaan Bukti-Bukti 

Pasal30 

(1) Pelaksana Kuasa Pengguna m en gumpulkan dokumen be1anja yang 
menggunakan KKPD berupa: 
a. tagihan (e-billing) / daftar tagihan sementara; 
b. surat tugas/undangan rapatjsurat perjalanan dinasj perj anj ian j 

kontrak; dan 
c . bukti-bukti pengeluaran. 

(2) Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihasilkan dari s istem perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat 
informasi: 
a. nama pemegang KKPD; 
b. nomor KKPD (account numbery ; 
c . tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara; 
d. tanggal transaksi (transaction date); 
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e. tanggal pembukuan (posting date); 
f. keterangan (description); 
g. nilai transaksi (amounts); dan 
h. sub total tagihan. 

(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi bukti pembelianjpembayaran seSUal dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK selaku 
pelaksana pengguna KKPD membuat daftar pengeluaran riil belanja 
menggunakan KKPD. 

(5) Ketentuan men genai format Daftar pengeluaran riil belanja m enggunakan 
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 
yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Penagihan dan Pen yelesaian Tagihan 

Pasal 3 1 

(1) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD m enyampaikan daftar 
pengeluaran riil belanja m enggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja 
sebagaimana dimaksud dalam Pa s al 32 ayat (1) kepa da PAjKPA m elalui 
PPK-SKPDjPPK-un it SKPD palin g lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
tagih an (e-billing)/Daf ar Tagih an Semen tara diterim a dari Bank Penerbit 
KKPD. 

(2) Berdasarkan daftar pengeluaran r iil belanja menggunakan KKPD beserta 
dokum en seba gaimana dimaksu d pada aya t (1), PPK-SKPD j PPK-unit 
SKPD me akukan verifikasi terhadap: 
a. kebenaran data p ihak yang berhak men erima pembayaran atas 

beban APBD; 
b. kebenaran materiil dan perhitun gan bukti-bu kti pengelu aran; 
c. kebenaran perh itu ngan Tagihan (e-billing)j Daftar Tagih an Sem entara 

terma suk memperhitu n gkan kewajiban penerima pembayaran 
kepada Pemerintah Daerah; 

d. kesesuaia n perhitungan antara bukti pengelu aran dengan ta gihan (e­
billing) j Dafta r Ta gihan Semen tara ; 

e. kesesuaian jenis belanja yang dapa t d ibayarkan den gan KKPD; dan 
f. kesesu aian spesifika si teknis dan volu me barangfjasa dalam 

perjanjianjkon trak, dokum en serah terima barangjjasa, dan 
barangjjasa yang diserahkan oleh penyedia barangfjasa. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD jPPK u nit SKPD menyiapkan NPD 
KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta bukti-bukti pengeluaran untuk 
selanjutnya disampaikan kepada PA jKPA untuk ditandatangani dan 
disahkan. 

(4) NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: 
a. tanggal dan nomor NPD KKPD; 
b. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan; 
c. nomor rekening Bank Penerbit KKPD; 
d. peruntukkan pembayaran; 
e. dasar pembayaran; 
f. pembebanan anggaran; dan 
g. tanggal setuju/lunas bayar serta pen andatangan NPD KKPD. 

(5) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan 
DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan men andatangani 
NPDKKPD. 
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(6) Ketentuan mengenai format DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal32 

(1) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi 
ketentuan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran 
dimaksud dan disampaikan kepada PPTK selaku pelaksana kuasa 
pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan paling lamb at 3 
(tiga) h ari keIja setelah daftar pengeluaran riil belanja m enggunakan 
KKPD diterima. 

(2) PPTK selaku pelaksana kuasa penggun a KKPD memperbaiki dan 
m elen gkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dan 
m enyampaikan kembali kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK u n it 
SKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 

(3) Ketentuan m engenai format surat pem beritahuan penolakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang m erupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inL 

Pa sal33 

PA/KPA m enyampaikan NPD KKPD yan g dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti 
pengeluaran belanja yang elah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (4) epada BP /BPP paling lamba t 1 (sa tu) hari keIja etelah diterbitkan 
dan dilampiri dengan dokumen yang len gkap dan sah. 

Bagian Ketiga 
Pen gujian Nota Pencairan Dana 

Pa sal 34 

(1) Berda sarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bu kti-bukti 
pengelu aran belanja ya n g telah disahkan sebagaim ana dimaksud dalam 
Pasal 33 , BP / BPP melakukan: 
a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD; 
b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan 
c. penyusunan daftar pu n gutan/potongan pajak/bukan pajak atas 

tagihan dalam NPD KKPD. 
(2) Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. penelitian kelengkapan per in ta h pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA; 
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 
2. nilai tagihan yang harus dibayar; 
3. jadwal waktu pembayaran; dan 
4. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesiflkasi 
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barangfjasa dan 
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen 
perjanjian/ kontrak; dan 

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggun aan kode rekening 
anggaran atas pengeluaran. 
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(3) Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah memenuhi 
persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 
diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk pengajuan permintaan 
penggantian UP KKPD kepada PA. 

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan 
PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD 
yang diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP 
mengajukan permintaan penggantian UP KKPD kepada PA. 

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD 
dan DPT KKPD diterima. 

(6) Dalam h al berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT KKPD tidak 
mem enuh i persyara tan untu k dibayarkan, BP / BPP menolak NPD KKPD 
dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PPTK p aling 
ambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima . 

Bagian Keempat 
ekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD 

Pasa1 35 

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4 ayat 
(4) dilal kan dengan mengajukan SPP-GU KKPD kepada PA melalui PPK-SKPD 
yang d ilampiri NPD KKPD an DPT KKPD se ta dokumen pendukun g sesuai 
dengan etentuan eraturan perundang-u n dangan. 

( 1) 

Pa sa136 

PPK-SKPD m elaku a n verifikasi dokumen 
disampaikan BP sesuai dengan ketentuan 
un angan. 

SPP-GU KKPD yang 
peraturan perundang-

(2) Berd a arkan h asil erifikasi seba gaima na dimaksud pada ayat (1) 
dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD 
menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draft Sura t Peryataan 
Tanggu ng Jawab Mutlak PA dan Surat Peryataan Verifikas i PPK-SKPD, 
dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani. 

(3) Dalam h al berdasarkan hasil verifik asi sebagaimana d im aksud pada ayat 
(1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatal{an b elum lengkap, PPK-SKPD 
mengembalikan kepada BP untuk d ilengkapi palin g lamb at (1) hari kerja 
setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima. 

Pasa1 37 

(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD 
untuk penerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 
dokumen SPP-GU KKPD diterima secara lengkap. 

(2) SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: 
a. surat peryataan tanggungjawab mutlak PA; dan 
b. surat peryataan verifikasi PPK-SKPD. 

Pasal38 

(1) Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 



(2) 

(3) 
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Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dokumen SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan 
SP2D GU KKPD paling lamb at 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPM GU 
KKPD diterima secara lengkap. 
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dokumen SPM GU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
mengembalikan dokumen SPM GU KKPD kepada PA paling lambat 1 
(satu) hari kerja sejak diterima dokumen SPM GU KKPD. 

Bagian Kelim a 
Pembayaran Tagihan KKPD 

Pasal39 

(1) BP m elakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan reken ing BP 
k e rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 

en cairan dana SP2D diterimajmasu k ke rekening BP. 
(2) alam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rekening BP ke rek ening 

PP dilakukan BP paling lamb a t 1 (satu) hari kerja setelah pen cairan 
d a P2D-UP KKPD diterimajma suk ke rekening BP. 

(3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m lakukan pembayaran tagihan 
K ' PD melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Ban k Penerbit KKPD 
p aling ambat 1 (satu hari keIja setelah pencairan dana SP2D 
diterim a jma su k ke rek enin g BPP . 

(4) Pen d bitan rekening BPjBPP sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) dan 
aya t (2) dilakukan sejumlah tagih an yang harus dibayar seba gaimana 
tercantum dalam DPT KKPD. 

(5) Pen d bitan r ekening BPjBPP sebagaimana dimaksu d pada ayat (4) 
m e ggunakan: 
a. layanan perbankan secara elektronik; dan 
b. cekjbilyet giro . 

(6) Layanan Perbankan Secara Elek tron ik sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(5) hu fa berupa : 
a. internet banking; a tau 
b. kartu debit. 

(7) Biaya yang timbu l akibat pendebitan reken ing penggun aan Layanan 
Perbankan Secara Elektron ik d ari Rekenin g BP jBPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan aya t (2) dibebankan pada DPA SKPD 
berkenaan. 

Pasal 40 

(1) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh SKPD 
paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Bank 
Penerbit KKPD menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKPD kepada 
SKPD yang bersangkutan dan ditembuskan ke PPKD selaku BUD. 

(2) Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD selaku BUD m elakukan koordinasi dengan SKPD terkait. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d ilakukan untuk 
mengklarifikasi, menghimbau dan mendoron g SKPD melakukan 
percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayark an. 

(4) SKPD harus menyelesaikan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling lamb at 1 (satu) bulan sejak koordin asi dilakukan dengan 
PPKD selaku BUD. 
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Pasal41 

(1) Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang 
melebihi tagihan/haknya merupakan keterlanjuran pembayaran. 

(2) Keterlanjuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disetorkan kembali oleh Bank Penerbit KKPD ke rekening BP IBPP untuk 
penyetoran kembali. 

(3) Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan oleh 
Adminintrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat 
elektronik dan I atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat 
persetujuan dari PA/ KPA. 

(4) Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksu d pada ayat 
(3), Admin istra tor KKPD h arus mengin formasikan: 
a. nilai keterlanjuran pembayaran; 
b . n omor dan nama KKPD; 
c . bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah; dan 
d. nomor rekening B P/BPP u ntu k penyetoran kembali atas keleb ih an 

pembayaran tagihan dari Bank Pen erbit KKPD. 
(5) alam h al informasi permintaan penyetoran kembali sebaga imana 

im aksud pada ayat (3) dan ayat (4 ) telah terpenuhi, Bank Penerbit KKPD 
melakukan penyetoran kembali ke rekening BP IBPP dan I atau rekening 
yang ditu juk paling lambat 5 (lima) h ari kerja setelah pen gajuan 
p rmintaan penyetoran kembali oleh Adminis rator KKPD. 

(6) D am hal in ormasi permintaan penyetoran kembali tidak terpenuhi, 
Bank Penerbi KKPD memberitahu kan kepada Administrator KKPD untuk 
m em perbaiki permintaan penyetoran kembali sebagaimana dim aksud 
pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) . 

Bagian Keenam 
Pengadu an Permasalahan Penggun aa n KKPD 

Pa sal42 

(1) Pemegang KKPD dapat m enyampaikan pengaduan terkait permasalahan 
dalam penggunaa n KKPD. 

(2) Pengadu an sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan secara lisan 
dan/ata u tertu lis kepada Bank Penerbit KKPD yang m enjadi mitra 
kerjanya. 

(3) Permasalahan dalam pen ggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) terjadi dalam h al: 
a. pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelanjaan (surcharge); 
b. penggesekan ganda (double swipe) atas KKPD; 
c. merchantl penyedia m elayani penarikan uang tunai dengan 

menggunakan KKPD (gesek tu nai); 
d. pemegang KKPD mengalami perlakuanl penagihan dari agen penagih 

utang Kartu Kredit Pemerintah (debt collector,; 
e. KKPD hilang atau dicuri (lost and stolen card); danl atau 
f. pencurian datal informasi Kartu Kredit Pemerintah secara tidak sahl 

ilegal oleh peretas (hacker, atau pihak lain. 
(4) Ketentuan mengen ai tata cara pengaduan dan penyelesaian permasalahan 

penggunaan KKPD mengikuti ketentuan/kebijakan masing masing 
Perbankan. 
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Bagian Ketujuh 
Penarikan danj atau Penonaktifan KKPD 

Pasal43 

(1) Penarikandanjatau PenonaktifanKKPD dilakukan oleh PPKD dengan 
alasan sebagai berikut: 
a. penyalahgunaan KKPD; danjatau 
b . keadaan tertentu. 

(2) Penyalahgunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terjadi dalam hal: 
a. penggun aan KKPD: 

1. u n tuk pembayaran selain belanja operasion al dan belanja 
perjalanan dinas seba gaimana dimaksu d dalam Pasal 18 ayat 
(2) dan ayat (4); 

2. melebihi batas tertinggi biaya perjalanan dinas yan g dapat 
dibayarkan atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (6); 

3. u ntuk belanja operasional tidak sesuai dengan spesifika si teknis 
yang disebutkan dalam dokumen pen erimaan barang/jasa 
dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen 
rencana kegiatan; 

b . manipulasi data antara Tagih a n (e-billing)/ Daftar Tagihan Sem entara 
dengan bukti-bukti pengeluaran; a tau 

c. pen a rikan uang secara tu n a i. 
(3) K adaan tertentu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) huruf bterjadi 

dalam hal Pemegang KKPD: 
a . dijatuhi h u kuman disiplin sedang atau berat; 
b. dijatuhi h ukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. diberhen tikan sebagai pegawai negeri sipil; 
d. sakit berkepanja n gan; 
e. m eninggal dunia; 
f. tugas belajar; a tau 
g. m u ta si j berpindah tem pat kerja . 

BABXI 
BIAYA PENGGUNAAN KKPD 

Pasal44 

(1) Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, 
meliputi: 
a. biaya keanggotaan (membership fee); 
b. biaya pembayaran tagihan melalui teller,Anjungan Tunai Mandirij 

Automatic Teller Machine (ATM) , dan ebanking; 
c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit) ; 
d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilangj dicuri atau rusak; 
e. biaya penggantian PIN; 
f. biaya copy billing statement; 
g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan; 
h. biaya keterlambatan pembayaran; 
i. biaya bunga a tas tunggakanjtagihan yang terlambat dibayarkan; dan 
j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja sarna dengan 

KKPD. 
(2) Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya 

biaya materai. 
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(3) Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalarn perjanjian kerja sarna penggunaan KKPD antara PPKD 
selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD. 

BAB XII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal45 

(1) PA menyarnpaikan laporan h asil monitorin g dan eva luasi pe1aksanaan 
pembayaran dan penggunaan KKPD kepada Bupati melalu i PPKD. 

(2) Bupati m elakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksan aan pembayaran 
Belanja Daerah secara berj enjang dan berk a la. 

(3) Dalarn rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dim aksud pada ayat (2), Bupati m embentuk tim yang ditetapkan den gan 
keputusan Bupati. 

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilakukan 
u n tuk memastikan pelaksanaan p embayaran menggunakan KKPD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan. 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa1 46 

(1) Bu pa ti melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD dalarn 
pelaksanaan pem bayaran belanja d aerah men ggunakan KKPD. 

(2) Pembinaan mengenai pe1aksanaan pembayaran belanja daerah 
m enggunakan KKPD sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan oleh 
SKPKD , dapat berup a : 
a. sosialisasi; 
b. bimbin gan teknis; danl a ta u 
c. konsultans i. 

(3) Penga a san terhadap pe1aksanaan p em bayaran belanj a daerah 
menggunakan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh a parat pengawa s internal pem erintah. 

(4) Pengawa san sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksan akan sesuai 
dengan k etentuan peraturan p erundang-undangan. 

BABXIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pas al 47 

(1) Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang 
mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalarn rangka percepatan 
kemandirian dalarn menerbitkan KKPD. 

(2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank 
dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit 
sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di 
bidang sistem pembayaran. 
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BABXV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal48 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati lnl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diun angkan di Singaparna 
Pada tangg 1 4 Deser.:tber 2023 

SEKRETA IS DAERAH 
KABU ATEN ASI MALAY , 

D ' ap i s ' gaparna 
Pada tanggal 14 Desemb r 2023 

BUPATI SIKMA AYA, 

BERITA DAERAH BUP TE TASIKMALAYA H 2023 NOMOR 54 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
54 TAHUN 2023 

LAMPlRAN 
NOMOR 
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU 

KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

FORMAT-FORMAT 

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD DAN FORMAT SURAT 
PERNYATAAN UP 

1. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD 

... (1) 

.. . (2) 

KOP SURAT 

Nomor 
Lampiran 
Hal Permohonan Persetujuan UP KKPD 

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD 
. . . (3) 
Kabupaten Tasikmalaya 

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or ... (4) 
Tahun ... (5) ten tang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan 
Kartu Kredit Pem erintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan 
permohonan pers etujuan UP KKPD sebagaimana rincian dibawah ini: 

Besaran UP SKPD / Proporsi UP Tunai 

Nomor Peru bahan Besaran Jenis UP dan UP KKPD 

UP SKPD % Nilai UP 

Tunai (8) (10) 
(6) (7) 

KKPD (9) ( 11) 

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan surat 
pernyataan UP sebagaimana surat lampiran ini. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan 
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih . 

... (12), ......... (13) 
Pengguna Anggaran 

......... (14) 

......... (15) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat 

(2) Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat 

(3) Diisi dengan alamat kantor satuan kerja pengelola 

keuangan daerah 

(4) Diisi dengan nomor Peraturan Bupati 

(5) Diisi dengan tahun Peraturan Bupati 

(6) Diisi dengan nomor urut 

(7) Diisi dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan Kepala 

Daerah 

(8) Diisi dengan persentase besaran UP Tun ai yaitu 

60% / perubahan persentase besaran UP tunai sesuai 

dengan Keputusan Kepala Daerah 

(9) Diisi dengan persentase be saran UP KKPD yaitu 

40% / perubahan persentase besaran UP KKPD seSUal 

dengan Keputusan Kepala Daerah 

(10) Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP tunai 

dikalikan dengan besaran UP SKPD 

(11) Diisi dengan be saran UP KKPD yaitu persentase UP KKPD 

dikalikan dengan besaran UP SKPD 

(12) Diisi dengan nama kota (tempat kekudukan/kantor) 

(13) Diisi dengan tanggal. bulan dan tahun 

(14) Diisi dengan nama lengkap PA 

(15) Diisi dengan NIP PA 
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2. FORMAT SURAT PERNYATAAN UP 

KOP SURAT 

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDlAAN 
NOMOR: .... ... . .. ............... .. . . 

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertanda 
tangan d ibawah ini: 
1. Nama .. . (1) 
2 . Jabatan ... (2) 
3 . SKPD . .. (3) 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Besaran UP SKPD yang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4) 
adalah sebagai berikut : 

Nomor Uraian J umlah 
(Rp) 

1 Pagu DPA SKPD (5) 
2 Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan (6) 

melalui UP dalam 1 Tahun 
3 Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan (7) 

melalui UP Tunai dalam 1 Tahun 
4 Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan (8) 

m elalui UP KKPD dalam 1 Tahun 
5 Besaran UP SKPD (9) 
6 Besaran UP Tunai atau perubahan be saran (10) 

UP Tunai (60%)/perubahan proporsi UP 
Tunai 

7 Besaran UP KKPD ata u perubahan be saran (II) 
UP KKPD (40%) / perubahan proporsi UP 
Tunai 

2. UP tersebut akan dipergunakan untu k k eperlu an membiayai 
pengadaan barang dan jasa serta belanja modal SKPD dan/ atau 
mem biayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui 
pembayaran LS. 

3. Bersedia untuk m enyetorkan ke kas daerah melalui BP, 
besaran/ jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD 
selaku BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian UP 
Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah 
ditetapkan PPKD selaku BUD sebagai akibat tidak melakukan 
penggantian (revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan. 

4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD 
yang telah disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat 
ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan 
penggunaan KKPD dengan Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKPD. 
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5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan be saran UP Tunai serta 
be saran UP KKPD / perubahan be saran UP KKPD yang telah 
disetujui oleh PPKD selaku BUD dan menggunakannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya . 

.. . (12), ... ... ... (13) 
Pengguna Anggaran, 

· ........ (14) 
· ...... .. (15) 
· .. .. .. .. (16) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi dengan nama PA 
(2) Diisi dengan jabatan PA 

(3) Diisi dengan nama SKPD 

(4) Diisi dengan tahun anggaran berjalan 

(5) Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam rupiah) 

(6) 
Diisi dengan pagu jenis be1anja yang dapat dibayarkan 
me1alui UP selama 1 (satu) tahun (dalam rupiah 
Diisi dengan pa gu jenis belanja yang dapat dibayarkan 

(7) 
melalui UP Tunai selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 60% 
(enam puluh persen) dari pagu jenis be1anja yang bisa 
dibayarkan melalui UP (dalam rupiah) 
Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan 

(8) 
melalui UP KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesa r 40% 
(empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa 
dibayarkan melalui UP (dalam rupiah) 

(9) 
Diisi dengan be saran UP SKPD sesuai dengan Keputusan 
Kepala Daerah tentang besaran UP SKPD (dalam rupiah) 
Diisi dengan : 
Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP SKPD atau 
60% dari perubahan be saran UP melampau i be saran UP 
SKPD yang telah d isetujui Kepala Daerah (dala m rupiah) ; 

(1 0 ) 
atau perubahan p roporsi UP Tunai yaitu proporsi lebih 
keciljb esar dari 60% dikalikan dengan besaran UP SKPD 
a tau p ropirsi lebih kecil j lebih besar dari 60% dikalikan 
dengan p erubahan be saran UP melampaui besaran UP 
SKPD (dalam rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP 
Tunai diberikan oleh Kepala Daerah 
Diisi dengan : 
Besaran UP KKPD yaitu 40% d ari besaran UP SKPD atau 
40% d ari perubahan besa ran UP melampaui be saran UP 
SKPD yang telah d isetujui Kepala Daerah (dalam rupiah); 

(11) 
atau perubahan proporsi UP TKKPD yaitu proporsi lebih 
keciljbesar dari 40% dikalikan dengan be saran UP SKPD 
atau propirsi lebih keciljlebih besar dari 60% dikalikan 
dengan perubahan be saran UP melampaui besaran UP 
SKPD (dalam rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP 
KKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

(12) Diisi dengan lokasi 

(13) 
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatangan 
Surat Pernyataan UP 

(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD 
(15) Diisi dengan nama lengkap PA 
(16) Diisi dengan NIP PA 
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2. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BE SARAN UP KKPD SKPD 

KOP SURAT 

(tanggal, bulan, tahun) 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

... (1) 

... (2) 

Yth. Pengguna Anggaran 
SKPD ... (3) ... (4) 
d i ... (5) 

1. Dasar : 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ... (6) Tahun ... (7) te tang 

Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah untu k Pelaksanaa n Anggaran Penda patan 
dan Belanja Daerah; 

b. Keputusan Bupati Tasikmalaya mengenai penetapan besaran UP 
SKPD; 

c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) Tunai 
Nomor ... (8) tanggal .. . (9); 

d. Surat Permohonan Perubahan besaran UP dari PA SKP ... (10) 
nomor ... (11) tanggal .. . (12); dan/atau 

e. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD ... (13) Nomor ... (14) tanggal 
... (15) 

2. Sehubu ngan dengan butir 1 terse but diata s , dengan ini d iberikakan 
persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut: 

No Uraian J umlah (Rp) 

1 Pc!g1.l DPA SKPD (1 6) 

2 
Pagu jenis belanja yang dapat 

(17) dibayarkan melalui UP d a lam 1 Tahun 
Pagu Jenls belanja yang dapat 

3 dibayarkan m elalui UP KKPD dalam 1 (18) 
Tahun 

4 Besaran UP SKPD (19) 
Besaran UP KKPD dan Perubahan 

5 besaran UP KKPD (40%) / perubahan (20) 
proporsi UP KKPD 

3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan 
barang dan jasa serta belanja modal SKPD ... (21) kode ... (22) atas 
beban DPA TA ... (23) nomor ... (24) tanggal ... (25) dan tisak dapat 
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan 
harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). 

4. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat 
dilakukan kepada 1 (satu) penerirna/penyedia barang dan jasa serta 
belanja modal paling banyak sebesar Rp50.000 .000 (lima puluh juta 
rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan 
dinas. 
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5. Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja paling banyak 
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) 
penerima pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa 
serta belanja modal melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, 
serta PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan 
tugas pemerintah dibidang kebijakan pengadaan barangjjasa 
pemerintah. 

6. UP KKPD merupakan uang muka kerja yang d iberikan dalam bentuk 
batasan belanja (limit) kredit kepada BP JBPP yang penggunaanya 
menggunakan KKPD. 

7. Total b atasan belanja (limit) UP KKPD untuk masing-m asing SKPD 
a dalah palin g banyak sebesar UP KKPD yang telah d isetuju i. 

8 . Mematuhi besaran UP KKPDjPerubahan besaran UP KKPD yang 
telah ditetapkan dan men ggunakannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang telah ditetapkan. 

9 . Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka penggunaan UP agar 
berpedoman kepada Peraturan Bupati nomor ... (26) tentang Tata 
cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah 
Daerah dalam rangka p elaksanaan Anggaran Pendapa ta n dan 
Belanja Daerah. 

Dem ikian untuk menjad i perhatian. 

PPKD selaku BUD, 
.. .. ..... (27) 
.... . .... (28) 
..... .. .. (29) 

Tem busan: 
1. Bu p ati .... . . ... (30) 
2. . . ... .... (3 1) 

PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERSETUJUAN BESARAN UP KKPD 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat 
(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat 
(3) Diisi dengan nama SKPD 
(4) Diisi dengan kode SKPD 

(5) Diisi dengan tempatj domisilij alamat kantor SKPD 
(6) Diisi dengan nomor Peraturan Bupati 
(7) Diis i dengan tahun Peraturan Bupati 
(8) Diisi dengan nomor SPM Tunai UP SKPD yang d isamp aikan kepada 

kuasaBUD 
(9) Diisi dengan tanggal SPM Tunai UP SKPD yang disampaikan kepada 

kuasaBUD 
(10) Diisi dengan nama SKPD 
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NOMOR URAIAN 

(11 ) Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP dari 
PA SKPD 

(12) Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran UP dari 
PA SKPD 

(13) Diisi dengan nama SKPD 
(14) Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD 
(15) Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD 
(16) Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam rupiah) 
(17) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP 

selama 1 (satu) tahun (dalam rupia h ) 
(1 8) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan m elalui UP 

KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat p luh 
persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan mela lui UP 
(dalam Rupiah) 

(19) Diisi dengan be saran UP SKPD sesuai dengan ketentuan d alam 
Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP SKPD (dalam Rupiah) 

(20) Diisi dengan perubahan besaran UP m elampaui be saran UP SKPD 
yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) 
a. Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD atau 40% 

dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang 
telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah); atau 

b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu propor si lebih kecil/lebih 
besar dari 40% dikalikan dengan besar UP SKPD atau proporsi 
lebih kecil/ lebih besar d ari 40% dika likan dengan perubahan 
be saran UP melampaui besaran UP SKPD (dalam Rupiah). 
Penetapan perubahan proporsi besaran UP Tunai dilakukan oleh 
Kepala Daerah. 

(21) Diisi dengan nama SKPD 
(22) Diisi dengan kode SKPD 
(23) Diisi den gan tahun anggaran DPA SKPD 
(24) Diisi dengan n omor DPA SKPD 
(25) Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD 
(26) Diisi dengan nomor Peraturan Bupati 
(27) Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD dan dibubuhi 

cap 
(28) Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD 
(29) Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD 
(30) Diisi dengan nama Kabupaten 
(31) Diisi dengan Pejabat Bank penerbit KKPD yang menjadi mitranya 
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3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth . .. . (3) 
di .. . (4) 

... (1) 

... (2) 

KOP SURAT 

(tanggal, bulan, tahun) 

Sehubungan dengan pelaksa naan Peraturan Bupati Tasikm alaya 
Nom or .. . (5) Tahun .. . (6) tentang Tata Cara Penggunaa n dan 
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah u ntuk Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan 
perm ohonan untuk m enerbitkan KKPD dalam rangka pengunaan Uang 
Per sediaan SKPD ... (7) ... (8) den gan total batasan belanja (lim it) KKPD 
yang diajukan sebesar Rp .. .. (9) ( .... (10)) 

Adapun pagu DPA SKPD ... (1 1) .. . (11) n om or ... (13) sebesar Rp ... 
(14 ) ... ( .... (15)) dan besaran Uang Persediaan sebesar Rp. (1 6) ... ( . .. (17)) 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: 
a. Surat Referensi 
b. Formulir Aplikasi KKPD; 
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yan g masih berlaku; 
d. Fotokopi NPWP; 

e. Fotokopi Su ra t Persetujuan Besaran UP dari PPKD selaku BUD; dan 
f. Fotokopi Su rat Keputusan Penu njukan PA/ KPA. 

Demikian kami sampaika n, atas perhat ian dan kerjasamanya 
diucapkan terimakasih. 

Tembusan : 
1. Bupati ... (20) 

Horma t kami, 
PPKD selaku BUD 

Materai RplO.OOO,oo 

...... .. . (18) 

..... . ... (19) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi dengan n omor surat 

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat 
Diisi dengan jabatan pejabat Bank penerbit KKPD yang menjadi 

(3) mitra kerja Pemerintah Daerah 

(4) Diisi dengan alamat kantor Bank penerbit KKPD 

(5) Diisi dengan nomor Peraturan Bupati 

(6) Diis i dengan tahun Peraturan Bu pati 
(7) Diisi dengan nama SKPD 

(8) Diisi dengan kode SKPD 

(9) 
Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajuka n oleh 
SKPD kepada Bank Pen erbit KKPD (dalam angka) 

(10) 
Diisi den gan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh 
SKPD kepada Bank Pen erbit KKPD (dalam hurup) 

( 11) Diisi dengan nama SKPD 
(12) Diisi den gan tahun anggaran berkenan 
(13) Diisi dengan n omor DPA SKPD 

(14) Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka) 

(15) Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam h urup) 

(16) 
Diisi den gan besaran UP SKPD berdasarkan surat per setujuan 
besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka ) 

(17) 
Diisi dengan besa ran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP 
dari PPKD selaku BUD (dalam h urup) 

(18) Diisi dengan nama kepala PPKD selaku BUD 
(19) Diis i den gan NIP Kepala PPKD selaku BUD 
(20) Diisi dengan Bu pati 
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4. FORMAT SURAT REFERENSI 

KOP SURAT 

... (1) . ... ..... (2) 

Yth .... (3) 

Hal : Pengajuan KKPD 

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara ... (4) dengan ... (5) tentang 
(6) Nomor : . . . (7) tanggal .. . (8) , dengan ini m en gajukan permohonan 

untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai berikut: 

JENIS 
BATASAN 

NOM OR NAMA TGL LAHIR JABATAN BELANJA 
KARTU 

(LIMIT) 
(9) (10) ( 1 1) (12) (13) (14) 

Adapun Pejabat/ pegawai tersebut diatas kami rekomen dasikan 
u ntu k m endapatkan KKPD yang pem bayarannya ditanggun g sepenuhnya 
oleh SKPD sepanjang sesuai dengan keten tuan pembayaran belanja 
barang atas beban APBD. 

Selanjutnya untu k segala h al yang terkait dengan penggunaan KKPD 
untu k SKPD ... (15) maka Administrator yang kami tunjuk adalah: 

Nama .. . (16) 
J aba tan ... (17) 
Telepon/Fax ... (18) 
Em ail . . . (19) 
Administrator KKPD tersebu t diberikan hak/kuasa oleh Pengguna 

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyampaikan 
kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara/ permanen. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
diucapkan terimakasih 

Hormat kami, 
PPKD selaku BUD 

Materai RplO.OOO,oo 

.... . .... (20) 

.. ... . .. . (21) 



NOMOR 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8 ) 

(9) 

(10) 

(11 ) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT REFERENSI 

URAIAN 

Diisi dengan lokasi 

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan referensi 

Diisi dengan jabatan pejabat bank Penerbit KKPD yang menjadi 

mitra kerja Pemerintah Daerah 

Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD 

Diisi dengan nama organisasi PPKD 

Diisi dengan uraian PeIjanjian KeIjasama 

Diisi dengan nomor Perjanjian Kerjasama 

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya peIjanjian kerjasama 

Diisi dengan nomor urut 

Diisi dengan nama pemegang KKPD 

Diisi dengan tanggallahir pemegang KKPD 

Diisi dengan jabatan pemegang KKPD 

Diisi dengan jenis KKPD 

Diisi dengan nilai limit KKPD 

Diisi den gan n ama SKPD 

Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan : 

a. Penunjukan Administrator KKPD bisa lebih dari 1 (sa tu) orang 

sesuai dengan kebutuhan SKPD d an Sura t Keputusan 

Pen etapan dari KPA SKPD. 

b . Jum lah Administrator KKPD disesuaikan den gan ketentuan 

yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Menteri Dalam Negeri 

Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan 

Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pe1aksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Diisi dengan jabatan Administrator KKPD 

Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator KKPD 

Diisi dengan alamat email Administrator KKPD 

Diisi dengan nama PPKD selaku BUD 

Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD 
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4. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIlL PEMBAYARAN PENGADAAN 
BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN 
KKPD 

No 

(7) 

KOP SURAT 

DAFTAR PENGELUARAN RIlL PEMBAYARAN 
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL 

DENGAN MENGGUNAKAN KKPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama .. . (1) 

IP ... (2) 
Pangkatf Gol.Ruang ... (3 ) 
J abatan .. . (4) 
SKPD ... (5) 

om or KKPD ... (6 ) 

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD dalam rangka pen g naan 
UP, dengan ini kami m enyatakan d en gan sesungguhnya bahwa: 

1. Rin cian pengelu aran riil pembayaran pengadaan ba rang dan jasa 
serta belanja m odal dengan m enggunakan KKPD sebagai berikut: 

J enis Bu kti Uraian Belanja Pembebanan Anggaran Pembelian/ Jumlah Pengelu aran Barangdan 
J asaj Modal Pembayan 

Kode Kode 
Kade 

Sub 
Kade Kade Kade Kade Rincian Sub Ada Tidak Akun Kclampak Jenis Obj ek Rincian 

Kegiatan Obj ek Ob 'ck 

(8) (9) (10) (11) (1 2) (1 3) (14 ) (15) (16) (17) (18) (19) 

Total (20) 

2. J u mlah u ang tersebut pada angka 1 d i a tas benar-ben ar dikeluarkan 
untu k pembayaran -pem bayaran barang dan jasa serta belanja modal 
SKPD dengan m enggunakan KKPD dan apabila dikemudian hari 
terdapat ke1ebihan a tas pembayaran, kam i bersedia untuk 
menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah. 

Demikian pernyataan kami bu at dengan sebenarnya, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. . . (21), .. . .. . ... (22) 
PPTK selaku Pelaksana Kuasa 

Pengguna KKPD 
.. .. .. ... (23) 
... . .. .. . (24) 
.. .. . . ... (25) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
DAFfAR PENGELUARAN RIlL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(2) Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(3) Diisi dengan pangkatjGol. ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa 

Pengguna KKPD 

(4) Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Penggun a KKPD 

(5) Diisi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pen gguna 

KKPD 

(6) Diisi dengan nomor KKPD 

(7) Diisi dengan nomor urut 

(8) Diisi dengan u raian pengeluaranj transaksi keperluan belanja 

barang dan jasa serta belanja modal yang dibayarklan dengan KKPD 

(9) Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja m odal 

(10) Diisi dengan kode sub kegiatan 

(11) Diisi dengan kode akun 

(12) Diisi dengan kode kelompok 

(13) Diisi dengan kode jenis 

(14) Diisi dengan kode objek 

(15) Diisi dengan kode rincian objek 

(16) Diisi dengan kode sub rincian objek 

(17) Diisi dengan tanda centang a pabila terdapat buk ti pengeluaran 

(18) Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti 

pengeluaran 

(19) Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD 

(20) Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD 

(21) Diisi dengan lokasi 

(22) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun 

(23) Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna 

KKPD 

(24) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(25) Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 
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FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIlL KEGIATAN PERJALANAN DINAS 
JABATAN DENGAN KKPD 

KOP SURAT 

DAFTAR PENGELUARAN RIlL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN 
DENGANKKPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama ... (1) 
NIP ... (2) 
Pangkat/Gol.Ruang ... (3) 
J abatan ... (4) 
SKPD ... (5) 
Nom or KKPD ... (6) 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor ... (7) tanggal ... (8) 
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Rincian penge1uaran riil kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan 
KKPD sebagai berikut : 

No Rincian Pembebanan Anggaran Bukti Jumlah Pengeluaran 
(9) (10) (11) (12) I (13) I (14) I (15) I (16) (17) I (18) (19) 

I I I I I 
Total (20) 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-ben ar d ikeluarkan 
u ntu k pembayaran perjalanan dinas dan apabila dikemudian hari 
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bers edian untuk 
m enyetorkan kelebihan tersebut ke RKUD. 

Demikian pernyaran ini ka mi buat dengan sebenarnya, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mengetahui: 

PPTK selaku Pelaksana 
Kuasa Pengguna KKPD 

......... (26) 

......... (27) 

......... (28) 

... (21), ... (22) 
Pelaksana SPD, 

........ . (23) 

......... (24) 

......... (25) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
DAFTAR PENGELUARAN RIlL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

DENGANKKPD 

NOMOR URAIAN 

(1) Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(2) Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

(3) Diisi dengan pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas 
(SPD) 

(4) Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Din a s (SPD) 
(5) Diisi den gan n ama SKPD 
(6) Diisi dengan nomor KKPD 
(7) Diisi dengan nomor SPD 

(8) Diisi dengan tanggal SPD 

(9) Diisi dengan nomor urut 
(1 0) Diisi dengan perincian pengeluaran 
(11) Diisi dengan kode akun belanja 
(12) Diisi dengan kode k elompok belanja 
(13) Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa 
(14) Diisi dengan kode objek perjalanan dinas 

(15) Diisi dengan rincian objek perjalanan dinas 
(16) Diisi dengan sub rincian objek 
(17) Diisi dengan tanda centang a pabila terda pat bukti pengeluaran 
(18) Diisi dengan tanda centang apabila t idak terdapa t bukti 

pengeluaran 
(19) Diisi dengan jum lah pembayaran dengan KKPD 
(20) Diis i dengan total pembayaran dengan KKPD 
(21) Diisi den gan loka si 

(22) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun 
(23) Diisi dengan tanda tangan pelaksana SPD 
(24) Diisi den gan nama pelaksana SPD 
(25) Diisi dengan NIP Pelaksana SPD 
(26) Diisi den gan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna 

KKPD 
(27) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 
(28) Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 



No 

(2) 

-
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5. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD 

No 
J enis 

Nama 
KKPD 

Belanja 
Barang 

(3) (4) (5) 

KOPSURAT 

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD 

Rincian 
Pengeluar 

an 

(6) 

Biaya 
Materai* 

BANK ......... (1) 

Kode Kode 
Sub Akun 
Keg 

(7) (8 ) 

Total 

Pembebana Anggaran 
Kode Kode Kode Kode Kode 

Kelom J enis Objek Rincian Sub 
pok Objek Rincian 

Objek 
(9) (10) (11) (12) (13) 

.. . (16) ..... . ... (17) 
Penggunan AnggaranjKu a sa 

Pengguna Anggaran 
......... (18) 

......... (19) 

.... .. ... (20) 

Jum1ah 
Pembayaran 

(Rp) 

(14) 

(15) 



NOMOR 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11 ) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
DAFrAR TAGIHAN PEMEGANG KKPD 

URAIAN 

Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD 

Diisi dengan nomor urut 

Diisi dengan nama lengkap pemegang KKPD 

Diisi dengan nomor KKPD 

Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja m odal 

Diisi dengan rincian pengeluaran/ transaksi yang dibayarkan 

dengan KKPD *) untuk biaya materai, apabila masuk dalam tagihan 

(e-billing) daftar tagihan sementara, agar dimasukan dalam rin cian 

pengeluaran untuk dibayaran kepada Bank Penerbit KKPD 

Diisi dengan kode sub kegiatan 

Diisi dengan kode akun 

Diisi dengan kode kelompok belanja 

Diisi dengan kode jenis belanja 

Diisi dengan kode objek belanja 

Diis i dengan kode rincian objek belanja 

Diisi den gan kod e su b rincia n objek belanja 

Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBD untuk 

masing-masing pemegang KKPD 

Diisi dengan total yang h arus dibayarkan a tas beban APBD 

Diisi dengan lokasi 

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan daftar 

pembayan tagihan pemegang KKPD 

Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibubuhi cap dinas 

Diisi dengan nama lengkap PA/KPA 

Diisi dengan NIP PA/KPA 



No 

(15) 
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6 . FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN 

I KOPSURAT 

... (1) 

. . . (2) 

tanggal, bulan, tahun 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal Pemberitahuan Penolakan bukti-bukti pengeluaran 

KKPD 
Yth . .... ... .. (3) 

.. ... ... . (4) 

. ... . .. .. (5) 
di . .. . . . ... (6) 

1. Dasar: 
a. Peraturan Bupati .. . (7) Nom or .. . (8) tentang Tata cara 

penggunaan dan penyelenggara an Kartu Kredit Pem erintah 
Daerah untuk pelaksana an Anggaran Pen dapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. Daftar Pengelu aran Riil Kegiatan barang dan jasa serta b elanj a 
m odal dengan KKPD a.n .. . (9) d engan nomor KKPD ... (10); 

c . Daftar pengeluaran r iiI Kegiatan Perjalanan Dina s J a batan 
dengan KKPD a.n .. . (1 1) dengan nomor KKPD ... (12); dan/atau 

d. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara a.n .. . (13) dengan 
nomor KKPD ... (14) 

2. Sehubungan dengan butir 1 terse but d iatas dan berdasarka n hasil 
pengujian oleh PPK SKPD, dengan 1m disampaikan rincian 
pengeluran riil k egiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja 
modal dan/atau perj a lanan dinas jab a tan dengan KKPD yang tidak 
dapat d isetujui/ d isahkan u ntu k d ilakukan pembayaran a tas beban 
APBD l' . , me IPUt1: 

Rincian 
Pembebanan An2:2:aran Bukti AJasan 

Pengelu Kode Kode 
Kode 

Kode Kode 
Kode Kod e Sub jumlah Ket 

Penolakan 
Su b Kelom Rincian Rincian Ad a Tidak aran Keg Akun pok J enis Objek 

Obiek Obiek 
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1241 1251 1 261 (27) 

Total (29) 

3. SelanJutnya terh a dap nnClan pengeluaran sebagrum ana dimaksud 
pada angka 2, s esuai dengan ketentuan, m enja d i tanggungjawab 
pribadi pemegang KKPD / Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan 
harus dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggaljatuh 
tempo pembayaran. 

Demikian kami sampaikan, atas p erh a tian dan kerjasamanya diucapkan 
terimakasih. 

Tembusan : 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

SKPD ... (30) 
(nama jeIas) 

.. . (3 1) 

1. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD .. . (32) 
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemban tu SKPD ... 

(33) 

(28) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN KKPD 

NOMOR URAIAN 
(1) Diisi dengan nomor surat 
(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat 
(3) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 
(4) Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 
(5) Diisi dengan alamat kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna 

KKPD 
(6) Diisi den gan alamat kantor SKPD 
(7) Diisi dengan nama SKPD 
(8) Diisi dengan Nomor Peraturan Bupati 
(9) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 

(10) Diisi dengan nomor KKPD 
(11) Diisi dengan nama PPTK se1aku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD 
(12) Diisi dengan nomor KKPD 
(1 3) Diisi dengan nama pemegang KKPD 
(14) Diisi dengan nomor KKPD 
(15) Diisi dengan nomor urut 
(16) Diisi dengan rincian pengeluaran j transaksi keperluan belanja 

barang dan jasa serta belanja modal danj atau belanja perjalanan 
dinas jabatan yang dibayarkan dengan KKPD 

(17) Diisi dengan kode sub kegiatan 
(18) Diisi dengan kode akun 
(19) Diisi dengan kode kelompok 
(20) Diisi dengan kode jenis 
(21) Diisi den gan kode obiek 
(22) Diisi d engan kode rincian objek 
(23) Diisi dengan kode sub rincian objek 
(24) Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluara n 
(25) Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapa t bukti 

pengeluaran 
(26) Diisi den ga n jumlah pembayaran dengan KKPD 
(27) Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan rincian 

pen geluaranjbukti-bukti pengeluaran ditolakjtidak disetujui oleh 
PAjKPA "tidak disetujuijtidak disahkan" 

(28) Diisi dengan alasan penolakan 
(29) Diisi dengan total jumlah pengeluaran 
(30) Diisi dengan nama SKPD 
(31) Diisi dengan NIP PAjKPA 
(32) Diisi dengan nama SKPD 
(33) Diisi dengan nama SKPD 

BUPATI TASIKMALAYA, 

ADE SUGIANTO 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN KKPD 

URAIAN 

ati 

KKPD 

A 

belanja 
erjalanan 

bukti 

SIKMALAYA, 


